
PERUSAHAAN UMUM (PERUM) JASA TIRTA I
JASA T'RTA I Certificale No-1D03 / 0127

SALINAN

PERATURAN DIREKSI PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA I
NoMOR : 0004/PRT/DRUT I v / 2o2t

TENTANG

PAKAIAN KERJA DI LINGKUNGAN PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA I

DIREKSI PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA I,

Menimbang: a. bahwa salal satu sarana dalam upaya membangun
kebersamaan di antara segenap insan Perusahaan adalah
melalui penerapan aturan pakaian ke{ia;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf s, perlu menerbitkan Peraturan Direksi
Perusahaan Umum Jasa Tirta I tentang Pakaian Kery'a di
Lingkungan Perusaluan Umum Jasa ?irta I;

Mengingat I . Undang-Undang Nomor 13 Ta-hun 2003 tentang
Ketenagakerjaan (kmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 20O3 Nomor 39, Tambahan trcmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Ke{a (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun
2O2O Nomor 245, Tambahan tembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 201O tentang
Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta I (kmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 64);

4. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor:
PER-O f / MBU/ 20 I 1 tentar8 Penerapan Tata Kclola
Perusahaan yang Baik (Good Corpomte Gouernoncel pad.a
Badan Usaha Milik Negara seb.egaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor:
PER-O9/MBU/2012;

5. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: SK-
|3/MBU /Ol l20l8 tentang pemberhentian dan
Pengangkatan Anggota-alggota Direksi perusahaan Um ,m
{Perum) Jasa Tirta I;
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KANTOR PUSAT

Jl. surabaya 2A MatanS 65145 po Box 39
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6. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungaa
Industrial Dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Nomor
KEP.02/PHIJSK-PK|P[B/\/2016 tentang Pendaftaran
Perjarljian Kerja Bersama antara Perum Jasa Tirta I dengan
IKA.IATI;

7. Peraturan Direksi Perusahaan Umum Jasa Tirta I Nomor
0O25IPRT/DRUT/Vl/2018 tentang Perubahan Struktur
Organisasi Perusahaan Serta Penetapan T\rgas dan
Wewenang Direksi Perum Jasa Tirta I sebagaimana telah
diubah dengal Peraturan Direksi Perusahaan Umum Jasa
Tirta I Nomor 0002/ PRT/DRUTlllI/2019;

8, Peraturan Direksi Perusahaan Umum Jasa Tirta I Nomor
0O26/PRT/ DRUT /Vl/2O18 tentang Perubahan Organisasi,
Tirgas, Wewenang dan Tanggung Jawab Jabatan Struktural
Tingkat Sekretaris Perusahaan, Kepala Satuan Pengawasan
Intem (SPI), dan Manajer Utama, sebagarmana telah diubah
dengan Peraturan Direksi Perusahaan Umum Jasa Tirta I
Nomor 0O03/ PRT/DRUT/III/20 19;

9. Peraturan Direksi Perusahaan Umum Jasa Tirta I Nomor
0O27IPRT/DRUT /W / 2Ol8 tentang Perubahan Organisasi,
Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Unsur pejabat
Struktural Tingkat Divisi, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Direksi Perusahaan Umum Jasa Tirta I Nomor
0005/PRT/ DRUT/rrr/20 19;

10. Peraturan Direksi Perusahaan Umum Jasa Tirta I Nomor
0008/ PRT/ DRUT /X1/2O19 tentang pejabat yang Berwenang
Menandatangani Dokumen Statuter dan Non Statuter;

MenetapKan: PERATURAN DIREKSI PERUM JASA TIRTA I TENTANG
PAKAIAN KERJA DI UNGKUNGAN PERUSAHAAN UMUM JASA
TIRTA I.

Pasal I
Definisi

Dalarn Peraturan Direksi ini, yang dimal<sud dengan :

1. Perusahaan Umum Jasa Tirta I yang selanjutrrya disingkat pJT I atau
disebut Perusahaan adalah Badaa usaha Milik Negara yang melaksanakan
sebagian tugas Pemerintah di bidang pengelolaal sumber daya air
sebagaimana dirnaksud dalam peratura-n pemerintah Nomor 46 Tahun 2010

MEMUTUSI(AN:
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tentang Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta I dan peraturan perundang-
undangan lainnya.

2. Pakaian Kerja adalah seperangkat pakaian standar yang dikenakan oleh
insan Perusahaan ketika bekerja atau berpartisipasi dalam
pelaksanaan kegiatan di Perusahaan dan mencerminkan simbol/ identitas
para pemakai sebagai bagian dari Perusahaan.

3. Karyawan adalah tenaga kerja yang telah lulus masa percobaan atau
memenuhi syarat lain yang ditetapkan Perusa_haal dan bekeria serta
menerima gaji di dalqm hubungan ke{a dengan Perusa}raal selain Dewan
Pengawas dan Direksi.

4. Pejabat adalah Dewan Pengawas, Direksi, Komite Dewan Pengawas,
Sekretaris Dewan Pengawas dan Pejabat Struktural Perusahaan.

5. Pejabat Struktural adalah Karyawan yang menduduki jabatan struktural
yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

6. Peserta Masa Pendidikan Kerja yang selanjutnya disingkat MPK adalah
peserta hasil seleksi/rekrutmen untuk jabatal staf/ pelalsana yang
ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Pasal 2
Ketentuan Umum

(l) Pejabat, Karyawal dal Peserta MPK yang masih aktif berhak menerima
Pakaiarr Kerja.

(2) Pakaian Kerja yang diberikan kepada para pejabat, pejabat Struktural,
Karyawan dan Peserta MPK sebrgaimana dimal<sud pada ayat (1) dapat
berupa pakaian jadi atau masih dalem bentuk bahan/ kain.

(3) Kepada Pejabat, Karyawal dan/atau peserta MpK dapat diberikan pakaian
Kerja lapangan (Pakaian SafetSl.

Pasal 3
Jenis Pakaian Kerja

(1) Pakaian Kerja terdiri dari:
a. Pakaian Sipil Harian (PSH), yaitu pakaian Kerja bernuansa biru;
b. Pakaian Kerja Harian (PIIH), yaitu pakaian Kerja bernuansa putih;
c. Palaian Safetg, yaltu Pakaian Kerja yang dikenakan di lapangan

(catTlepackl;
d. Palaian Olah Raga (FOR), yaitu pakaian yang digunalan pada saat

kegiatan olah r^ga di lingkungan pJT I.
(2) Untuk PSH dan PKH sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf a tlan

huruf b, berlaku ketentuan berikut:
a. bagr Pejabat diberikan pSH dan pKH lengan panjang dan lengan pendek;
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b. bagi Karyawan dan Peserta MPK diberikan PSH dan PKH lengan pendek,
kecuali khusus Karyawan wanita dapat diberikan PSFI dan/atau PKH
lengan Panjang.

(3) Untuk Pakaial Safetg yang diberikan kepada Karyawan dan Peserta MPK
dengan jabatan tertentu sesuai dengan fungsinya seperti Operator Pintu AA
(OPA), Pengamat Prasarana Pengairan (PPP), Operator Pesawat Angkat dan
Angkut (OPAA), serta Mekanik, dan dikenakan saat melaksanakan
pekerjaal.

(4) Desain Pakaian Kerl'a disesuaikan dengan kebutuhan, kondisi dan
fungsinya dari waktu ke waktu melalui Keputusan Direksi.

Pasa] 4
Ketentua,n Pemalaian Pakaian ke{a

(f) Bagi Pejabat, Karyawan darl Peserta MPK:
a. hari Senin memakai PSH, dengan ket€ntuan lengan pendek bagr pria,

dan lengan pBnjang atau pendek bagr wanita;
b. hari Selasa dan Rabu memakai PKH;
c. hari Kamis memakai pakaian bebas, namun rapi dan sopan;
d. hari Jumht memakai batik bebas, dan untuk kegiatan olal raga di pegr

hari memakai POR.
(2) Untuk acara khusus dal upacara:

a. Pejabat dan Pejabat Struktural memakai PSH lengan panjang,;
b. Karyawan non Pejabat Struktural memakai pSH lengal pendek;
c. Kar5rawan wanita memakai PSH lengan panjang atau lengan pendek.

(3) BaCi OPA, PPP, OPAA dan Mekanik memakai:
a. Pakaian Safetg Tipe I untuk sfuf I;
b. Pakaian Safetg Tipe 2 untuk shifi II d,an shifi lll;
c. PSH untuk menghadiri acara khusus seperti upacara, rapat internal dan

eksternal, pelatihan di luar tempat keria.

Pasal 5
Alokasi Pakaian kerja

(1) Pejabat, Karyawan dan Peserta MPK (selain OpA, ppp, OpAA dan Mekanik)
pria, diberikan PSH, PKH dan POR dengan ketentuan berikut:
a. satu PSH lengan panjang dal satu pSH lengan pendek, untuk pejabat

dan Pejabat Struktural;
b. satu PSH lengan pendek, untuk Karlrawan non pejabat Struktural dan

Peserta MPK;
c. dua PKH lengan pendek;
d. satu potong bahan untuk celana panjang untuk pSH dal pKH, masing_

masing ukuran 1,5 m;
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e. satu stel POR ftaos lengan pendek dan celana troinin$.
(2) Pejabat, Karyawan dan Peserta MPK {selain OPA, PPP, OPAA dan Mekanik)

wanita, diberikan PSH, PKH dan POR dengan ketentuan berikut:
a. dua PSH Iengan panjang dan atau lengan pendek untuk Pejabat dan

Pejabat Struktural;
b. satu PSH lengan panjang atau pendek, untuk Karyawan non Pejabat

Struktural dan Peserta MPK;
c. dua PKH lengan panjang atau pendek;
d. satu potong bahan untuk celana panjang/ rok untuk PSH dan PKH

masing- masing ukuran 1,5 m;
e. satu stel POR (kaos lengan panjang darr celana trainingll;
f. satu potong kain kerudung (sca4{ berwarna senada PSH.

(3) OPA, PPP, OPPA dan Mekanik, diberikan Pal<aian Kerja dengan ketentuar
berikut:
a. bagi yang bekeq'a slu-ft

1) satu PSH lengan pendek untuk pria atau lengan panjang untuk
wanita, dan 1 (satu) potong bahan celana/rok ukuran 1,5 m;

2) dua stel baju dan celarra Safetg Tipel {caltlepackl;
3) dua stel baju dan celana Safetg Tipe 2 (cattlepackl;
4) satu stel POR (kaos lengan pendek atau pa,nja,ng, dan celana trainingl;

b. bagi vang bekerja non-shifr.
1) satu PSH lengan pendek untuk pria atau lengan panjang untuk

wanita, dan I (satu) potong bahan celarra/ rok ukuran 1,5 m;
2) satu PKH lengan pendek untuk pria dan lengan parjang atau pendek

untuk wanita, dan I (satu) potong bahan celana/rok ukuran 1,5 m;
3) satu stel baju dan celana Safetg Tipe I (caltlepaclQ;
4) satu stel POR (kaos lengan pendek atau panjang, dan celana trainilry|t.

Pasal 6
[.ein-lain

(1) Para Pejabat mengawasi penerapan Pakaian Kerja di unit masing-masing
sesuai ketentuan yang berlaku, dan berwenang memberikan sanksi sesuai
ketentuan Pe{anjian Ke{a Bersama (PKB).

{21 Biaya yang timbul dari pengadaen Pakaian Keqia dan biaya/ongkos jahit
untuk bahan celana atau rok, dibebankan pada anggaran perusahaan
sesuai Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RXAP) tahun beqialal.
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Pasal 7
Penutup

Pada saat Peraturan Direksi ini berlaku, Peraturan Direksi Nomor: KP. 011/
PR"llDUl2O17 tentang Pakaian Kerja Dewan Pengawas, Direksi, Komite Dewas,
Sekretaris Dewas, Ka4zawan, dan Peserta Masa Pendidikan Kerja (MPK) di
Lingkungan Perum Jasa Tirta I, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagl.

Ditetapkan di: Malang

Pada tanqqal : 23 Mei 2021

Direktur Utama

ttd
Raymond Valiart Ruritan

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Divisi Sumber Daya Manusia,

Titik Indahyani


